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Pajak PKB Rp83,2 M
Belum Terpungut

BPK RI Serahkan

LHP PKB dan
BBNKB TA.2012
dan 2013

PALU-Sebagaipenyumbang
terbesar daripenerimaan pajak
daerah Provinsi Sulawesi Ten-

* gah, penerimaan PajakKenda-
raan Bermotor (PKB) dan Bea
BalikNamaKendaraan Bermo-
tor (BBNKB) masih belum op-
timal. Hal ini tergambar dari
masih ditemukannya bebera-
pa kelemahan dalam laporan
hasil Pemeriksaan atas Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) .

dan Bea Balik Nama Kendara-
anBermotor (BBNKB) TA2012
dan 2013 oleh Badan Pemerik-
saKeuangan (BPK) RIperwaki-
lan Sulteng, yang telah disera-

hkan kepada pemerintah dae-
rah, diaulakantor BPK Sulteng,
kemarin (28/10).
Kelemahan-kelemahan dl—
maksud sebagaimana sambu-
tan yang disampaikan lang-
sun oleh Kepala BPK Sulteng
(Kalan) Mokhammad Bayu
Sabartha, bahwa dari hasil
pemeriksaan yang dilakukan
menunjukkan PKBdan BBNKB
yang seharusnya menjadi hak
Provinsi Sulawesi Tengah be-
lum semuanya diterima den-

gantepatwaktudantepatjum-
lahditambah pula pengelolaan
keuangan atas PKBdan BBNKB
tersebut belum sepenuhnya
sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
“Potensi Pajak Kendaraan
Bermotor dari 87.926 unit
kendaraan minimal sebesar
Rp83.257.436.810,24 belum
terpungut, Penerimaan
PKB dan BBNKB 53 unit

M Baca Pajak hal. 18

BPK SULTENG UNTUK RADAR SULTENG

SEGERA TINDAK LANJUT: Kepala BPK Sulteng (Kalan) Mokhammad Bayu Sabartha dan Gubernur H Longki
Djanggola menandatangani hasil.pemeriksaan PKB. Hasil itu kemudian diserahkan Sabartha kepada Longki
Djanggola di kantor BPK Sulteng, kemarin (28/10). e
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Gubernur Minta Dispenda Tingkatkan Kinerja

Pajak ... l
.dari Hal 17

kendaraan roda empat tidak
disetor ke Kas Daerah sebesar

Rp1.329.549.300,00,” jelas .

Kalan.

Selanjutnya, BPK meminta
pemerintah daerahmelaluigu-
bernur dapat segera meninda-
klanjut rekomendasi dari hasil
pemeriksaan yang dilakukan.
dalam waktu 60 hari setelah
LHP diterima. Harapan yang
sama kepada DPRD Provin-
si Sulawesi Tengah, agar ikut
mendorong tindak lanjut hasil
pemeriksaan, sehingga pener-
imaan Pajak Daerah dapatleb-
ih optimal.

“Besarnya manfaat hasil
pemeriksaanterletakpada efek-

tivitas penyelesaian tindaklan-
jut oleh entitas yang diperiksa
untuk melakukan perbaikan
dalam pengelolaan PKB dan
BBNKB,"tandasnya,
Pemeriksaan dengan tu-
juan tertentu yang dilakukan
BPK pada semester semester

-1I Tahun 2013 tersebut, pada
dasarnya memiliki tujuan un-

tuk menilai apakah PKB dan
BBNKB yang seharusnya men-
jadi hak daerah yang bersang-
kutan telah diterima dengan
tepat waktu dan tepat jum-
lah. Dan apakah pengelolaan
keuangan atasPKB dan BBNKB
telah dilaksanakan sesuai per-
aturan perundang-undangan
yangberlaku. Sebagaipenyum-
bangpenerimaan pajakdaerah
terbesar di Sulawesi Tengah,
tercatat Pada Tahun 2012 real-

isasiPKBdan BBNKBmencapai
Rp375.118.813.822,00 (Rp375
miliar lebih). Sedangkan hing-
gasemesterI2013realisasi PKB
dan BBNKB telah mencapai
Rp194.255.644.723,00 (Rp194
miliar lebih).

Sementaraitu, Gubernur Su-
lawesi Tengah Drs H Longki
Djanggoladalam sambutannya
usai penyerahan laporan hasil
pemeriksaan tersebut, mere-
spons cepat dan berjanji akan
segera menindaklanjuti reko-
mendasi yang disampaikan.
“Saya perintahkan kepada In-
spektoratDaerah bersama-sa-
madengan Dinas Pendapatan
Daerah (Dispenda) Provin-
si Sulteng untuk segera me-
nindaklanjuti rekomendasi
yg diberikan oleh BPK RI se-
cara tuntas dalam waktu 60

hari, dan di masa akan datang
temuan-temuan semacam itu
tidakboleh terulangkembali,”
kata Gubernur.

Kepada kepala Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi
Sultengbesertakepala UPTD-
UPTD yang ada, Gubernur
mengharapkan agar lebih
meningkatkan kinerja secara
efektif, efisien, transparan,
akuntabel dan menaati per-
aturan perundang-undan-
gan yang berlaku dalam hal
pendapatan daerah. “ Per-
masalahan pendapatan dae-
rahharusdisikapidenganseri-
us karena pendapatan dae-
rah merupakan sumber dana
yang sangat kita butuhkan un-
tuk mewujudkan visi pemer-
intah daerah,”pungkas Guber-
nur.(nhr)




